
BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANOANG BIARO 

Mengingat 

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARp 
NOMOR 4) TAHUN 2011 

TENT ANG 

PENYERTAAN MODAL PAOA PERUSAHAAN OAERAH PELAYARAN 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIA.RO, 

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaa1 Oaerah 
Pelayaran, maka Pemerintah KabYpaten Kepulauan Slau Tag�landang 
Biaro pada tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan petlyertaaf! modal 
dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomts, soslal dan manfaat 
lainnya demi terdptanya pertumbuhan ekoooml dalam rangka 
memajukan kesejenteaan umum; 

b. bahwa vntuk te,tlb adminlstrasl dalam penge!olaan keuangan daerah 
be«lasarkan Pasal 19 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kabupaten �uan 
Sau Tagulandang Blaro Nomor 1 Tahon 2011 tentang Investasl 
Pcmerlntah Daerah pertu ditetapkan dengan Perab.tran Bupatl; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl Kepulauan Siau 
Tagulanclang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 
Pelayaran. 

I. Uodang-Undang Nomor 28 Tahon 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara 
yang Betslh dan Bebas dari KonJpsl, Kolusl dan Nepotfsme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan terearan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(lembaran Negara Republlk lndoocsla Tahun 2003 Nomor 47, Tarbahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 

J. Uodang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tafllbahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ' 

BA�XVIII 
KETENru'9'4 PENUTUP 

Pas'al 21 

Pada saat Peraturan 
Bupa\1 

ini berlaku maka semua Peraturan Bupati 
yang mengatur dan atau "lemuat tentang Retribusi Pengganlian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Pendu�uk, Kartu Keluarga dan Alda Catatan Sipll 
sepanjang bertentangan defigan Peraturan BupaU inf d(nyatakan dlcabut 
dan tidak berlaku lagl. 

PaJa1 22 
J 

Peraturan Bup�ti lnl mulaJ berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinYB. memertntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pe�atannya da1am Serita Daerah Kabupaten 
Keputauan Siau Tagulandahg Biaro. 

Ditetapkar di Ondong Siau 
pada ta,al 5 qllstus 2011 

BUPATI U TAGULANDANG BIARO, 

Oiundangkan di Oodong Siau 
pada tanggal 8 .&custu. 2011 

SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULA I N SIAU TAGUlANOANG BIARO 
TAHUN 2011 NOMOR 42' r 



4. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemerlksaan 
Penqelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2� Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk lndor,esla Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemer1nt.ahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaan Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana telah dlubah beberapa kall terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang 
NOfflOf 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 484o!); 

6. Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan 
Antara Pemer1ntah Pusat dan Pemerlntahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Slau Tagulandang Siaro dl Provins! Sulawesi Utara (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Norn()( 4691); 

e. Undang-Unclang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Ptmanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
5049); 

10.Peraturan Pernerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tent.ang Slstem lnformasl 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indooesla Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4576); sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerlnt.ah Nomof' 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerlntah Nomor 56 
Tahun 2005 tenlang Sistem lnformasl Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5515); 

11. Peraturan Pemer1nt.ah Nomor SB Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 140, Tamb.Jhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
<1578); 

12.Peraturan Pemer1ntah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Klnerja Instansl Pemerlntah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Nornor 4614); 

13.PerahKan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansl 
Pemerlntahan (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Repobllk Indonesia Nomor 5165); 



Pas.,/ J 
( I) Penvertaan Modal sebaga1mana dlmak:sud 

Pendapatan dan BelanJa Daer h Pasal 2 berasal dart """'n" 
{2) Penyertaa0 Modal a · ·��,,,..ran 

sebesar n� sebagalmana dimaksud dara 
,.,.,. 1.ooo.000 oOO • (Satu M'lya m ayat (1), adalah 

a. Sen,lar Rp. 750.000 � , r Rupiah) yang terd1r1 dart . 
AP80 · ,- (Tujuh Ratus Lima Pu! · 

Tahun Angga,an 2009, dan _uh JUta RUJ>(ah) dart 
b. Senllal Rp. 250.00Q.O()() _ (Ou AP80 ��.._ .. _ , a Ratus Uma Puluh J orrun Anggaran 2010. uta Rupiah) dart 

BABnt 

PELAkSANAAN PENYERTAAN MODAL 

Pasar 4 
Pelaksanaan Penvertaan MOdal 
pacfa Pasal 2 dilakukan meourut �

 PO. Pelayaran sebagalmana dJ etentuan peraturan i>en.lnda maksue1 
"9-Undangan. 

BAB rv 

HJ.SIL PENYER.TAAN MODAL 

Pasa1 s 
{J) Hasi/ Penvertaan Modal 

dltetapkan sebesar 15.., Pemertntah Daerah i,ada PO P lay la ,,:, dar1 Laba PD Pel • e aran 
PDran Keuangan setlap tah · ayaran yang dirnuat d 

yang dltunJuk oleh Bupau· un setelah diaUdit oleh lembaga ��m 

(2) &lglan Laba Pernerintah � •tor 
dengan i>engaturan seoogai 

�kse�almana dltetapkan t)ada ayat (!) a Sebesa ut . , 
. r 40% dart llaglan Laba P 

PD. Pelavaran ke Kas Dae emerintah Daerah diseto, Daer.th P<1da rah sebagar Peoerlmaa Oleh 
Y Pos Pendapatan Hasil o...,..._,_._ - n Perdapatan As/I 
ang DIPlsahkan; ' .... �n Kekavaan Oaerat, 

b. Sebesar 60% darf Bagian Laba 
ufltuk meoambah Penvertaa Pemerlntah Daerah lfisertakan kembaf 
Pelararan. n Modal Pemer1ntah Daerah Pi3da PO.' 

Tagulanda"" .,,_ 
· � -,ro melalmkan 

BAB II 
PENYERTAAN MODAL 

Pasal 2 
Pemetlntah Kabopaten K J, o., __ ......_ uan Siau 
. '•"Yll:fldan Modal pada PD P" · .,.ayaran. 

Pasal t 

Dalam Peraturan Bupatl lnl yang dlmaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 
2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagal unsur 

Penyelenggara Pemerlntahan Daerah; 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonoml dan togas 
pembantuan dengan prlnslp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prlnsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagalmana d1maksud 
dalam Undang-Undang Casar Repoblik lndooesia Tahun 1945; 

<I. Bupatl adalah Kepala Daerah Kepu1auan Slau Tagulandang Biaro; 
s. PerabJran Kepala Daetah etec dlsebut dengan Peraturan Bupati adalah 

Peraturan yang ditetapkan oleh Bupatl sebagal pelaksanaan dar1 
Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan menglkat secara umum; 

6. Penyertaan Modal adalah Perbuatan Menyertakan Kekayaan Daerah baik 
dalam bentuk uang atau barang yang dapat dlpergunakan untuk 
menghasllkan sesuatu yang menambah kekayaan; 

7. Perusahaan Daerah Pelayaran selanjutnya dlslngkal PD. Pelayaran adalah 
Sadan lJsaha Millk Daerah yang pembentukannya ditetapkan clengan 
Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2009 tentang Pembentukan Sadan 
USaha MHlk Daer'ah (BUMD). 

MEMUTUSKAN: 

PERATI.JRAN BUPATI KEPUlAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO lENTANG 
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PEL.AYARAN. 

BABI 

l<ETENTUAN UMUM 

14.Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah dlubah dengan 
Peraturan Menter! Dalam Negert Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
dan telah diubah kemball dengan Peraturan Mentert Dalam Neger1 Homo.. 
21 Tahun 2011 tentantJ Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

15.Peraturan Daerah Nomof' 1 Tahun 2011 tentang lnvestasi Pemerintah 
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro 
Tahun 2011 Nomor t); 

16.Peraturan Oaerah Nomor <I Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor <I). 

Menetapkan 



BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

2011 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 
NOMOR 44 TAHUN 2011 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

STANDAR HARGA SA TUAN DAN ANALISIS STANOAR BELANJA DI 
UNGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

2011 
Ditetapkan di Ondong Slau 
pada tanggal , 6 � tu- 

2011 

Pas.al 7 
Ketentuan leblh lanjut yang dipe,1ukan bag! pelaksanaan Peraturan Bupatl i'II 
akan dlatur leblh lanjut dengan Kepvtusan Bupatl. 

Pasal 8 
Peraturan Bupatl lnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar setlap 
orang menget:ahulnya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya 
dalam sertta Daerah Kabupaten Keputauan Slau Tagulandang Blaro. 

BABY 

KETEHTUAN PEHllTUP 

Pasal 6 

(1) Olnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaklllcan 
fasllitasl pelak.sanaan Peraturan Bupatl In!; 

(2) Fasllltasl sebagalmana dimalcsud pada ayat (1) mencakup Koord1nas1, 
Soslallsasl dan Memberikan Aslstensl untuk kelancaran penerapen seta 
penyempurnaan Peraturan Bopatl inl. 

',�PEMBINA -�';:"= 
NIP. 195 11161 

SERITA KABUPATEN KEPtA.AUAN SIAU TAGULANDANG BlARO 
TAHUN 2011 NOMOR 41 

, ., 


